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BUPATI SINTANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SINTANG 

NOMOR 14 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SINTANG, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat ( 1) huruf g dan Pasal 4 7 
Peraturan Bupati Sintang Nomor 114 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Sintang dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPI') 
Dinas; 

b. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan 
profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah dalam 
menjalankan tugas dan fungsi melayani masyarakat di bidang 
Laboratorium Lingkungan Hidup maka perlu diatur Unit 
Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang; 

c. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kelembagaan Pemerintah 
Kabupaten Sintang, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 
Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 
Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Sintang sudah tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Sintang tentang Pembentukan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium 
Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Sintang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang... 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang 
Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Nomor 7). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN 
HIDUP KABUPATEN SINTANG 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Palam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
," Paerah adalah Kabupaten Sintang. 

'Smerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
emerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah 

3{""8menjadi kewenangan daerah otonom. an 
'a° Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ntang. 

s{Pala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. 
6.,,_Staris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. ,"""Felaksana Teknis adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Lingkungan 7.,""HP Kabupaten Sintang. 

i,"Flaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup yang selanjutnya 
H,,"H' UPT LLH adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan P pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. 

8. Kepala... 



~1e Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup yang 
Ken"~ea disebut Kepala LLH adalah Kepala ~PT LLH pada Dinas 
~iap),~ Hidup Kabupaten Sintang. 
Ling"i1ah tingkatan dalan jabatan struktural. 

, Es"_ Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang 
io.{";"as, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat 

d erwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya 
"",,, rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan. 

saran Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
11._,wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan 

jawa» ·laks :. de keahlian 
ganisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada Ke€ A 

[~~i jatau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 
1. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang dalam satuan organisas1 yang 
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau 
keterampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan 
perintah/ petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT 
LLH pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. 

BAB III 
KEDUDUKAN 

Pasal 3 

UPT LLH adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup di bidang 
Laboratorium Lingkungan Hidup. 

Pasal 4 

I) UPT LLH dipimpin oleh seorang Kepala LLH yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. 

?) Kepala LLH dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian 
Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

(3) set 
ul Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usah 

berkeduduke : . a yang ukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LLH. 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

') Susunano% . sur rdiri de+ a. "gamsasi IPT LLH terdiri lari: 
; "Pala LLH; 
,'???Bagiah Tata usaha; 

· Aelo • mpok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan... 
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struktur organisasi UPT LLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
) Ba6" rpakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

an~ 
BAB V 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
UPT LLH 

Pasal6 

pr LLH mempunyai tugas mengelola kegiatan Laboratorium Lingkungan Hidup 
_~ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dalam rangka optimalisasi 
[anan penguiian ingkungan hidup. 

Pasal 7 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT LLH 
mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program UPT LLH; 
b. pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana UPT LLH; 
c. pengelolaan ketatausahaan UPT LLH; 
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan; 
e. pelaksanaan pengujian parameter air, tanah dan udara; 
f. pelaksanaan jasa pengujian, pendidikan dan laboratorium lingkungan; 
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Bagian Kedua 
Kepala LLH 

Pasal 8 

Kepala LLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai 
gas pokok melaksanakan kebijakan teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Sintang di bidang Laboratorium Lingkungan Hidup, 

Pasal 9 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala LLH 
empunyai fungsi: 
« penyusunan program kerja dan jadwal kegiatan UPT LLH sebagai pedoman 

Pelaksanaan tugas; 
penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis operasional 
Pgelolaan UPT LLH sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan 

ebijakan atasan: 
Pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan anal; : • 

d, SIs kebijakan teknis UPT LLH; 
Penelaahan dan mempelajari permasalahan di bidang lingkungan hidup dan 
Beriksaan kualitas kondisi faktor lingkungan hidup serta mencari alternatif 

e["ahan guna optimalisasi pelavanan; . . ;_"sanaan pengujian kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas 
d�dungan air, tanah, udara dan lainnya serta bahan-bahan yang terkandung alamnya; 

f. pengambilan... 

'I 



d dalam air, ; dan pemeriksaan sampel bahan yang terkandun6 Aletahui ~ngamn?" 4~a lainnya yang diperlukan untuk pengujian agar 
f ~~n, udara bahan tan ea; , sebagai ~AlitasY' ,, analisis hasil pengujian laboratorium 

:pan tan 
pen" asi tindakan; , .. 
[tom°" eat keterangan hasii pengujian laboratoriun; Hidup yang mben.a° qt rujukan pengujian ke Laboratorium Lingkungan h'perian sura 

i P",ngkap; i keri» tar it kerja, dengan lembaga lebl! an koordinasi dalam unit <erja, ant unit jeh kesatuan 
j. pelaJcsa:at baik secara formal maupun informal guna memperoIe 

m}"", a peraturan dan pend!" hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai iengan 
_~. ieme""",sent~ku agar diperol~h hasi erja yang benar dan a"[;ao.an 

Prosedur y h" h1"nrr~n don P""iloion t,...i'1er1J ·a bawahan guna menm0 • f' ; ii iiiii« mber1an Ai 

1. P";~s dan efisiensi pelaksanaan tugas; Tata Usaha efe"" laporan pclaksanaan kegiatan UPT LLH dan Urusan Ta 
mp""",%ta binas sebagai pertanggungiawaban kegiatan; dan ,; 

bidang kepaa tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai i pelaksanaan . . 
n. dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. tugasnya 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 10 

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, 
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi ketatausahaan, 
aparatur, keuangan dan arsip. 

Pasal 11 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian 
Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. penyusunan program dan jadwal kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. penyelenggaraan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, 

perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan UPT LLH; 
c. pemberian bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui 

Pembuatan daftar hadir, Sasaran Kerja Pegawai dan lainnya yang berkaitan 
, ngan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai; 

· Pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana UPT LL] agar digunakan sesuai kebutuhan; """riksaan 
kondisi dan jumlah barang inventaris guna mengetahui t~.z""an dengan datar inventaris; 

Sanaan inventarisasi dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan tata aha sebagai bahan informasi dan analisis; 
{"pajan intormasi kebijakan _teknis UPT LLH epada pihak yang h. s,[Ptingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis; 

i. ?el� sanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan 
as,"[,"@an tugas lain yang diberikan oleh Kepala LLH sesuai tugas pokol ngsinya. 

Bagian Keempat... 
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Bagian Keempat 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 12 

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
Kelo"~mpunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan 
hur',pr LLH sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya berdasarkan 
tug ,~ perundang-undangan. 
aeratura 

Pasal 13 

Kelompok Jabatan Pungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 
diri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi 

dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
ketrampilannya. 

(2) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional 
ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. 

(3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang- 
undangan. 

BAB VI 
ESELONERING 

Pasal 14 

(1) Kepala LLH adalah Jabatan Struktural Eselon IVa. 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IVb. 

BAB VII 
TATA KERJA 

Pasal 15 

Kepala LLH dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 16 

Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing- 
masing dipimpin oleh pejabat fungsional dan ditunjuk oleh Kepala Dinas. 

Pasal 17 ... 
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Pasal 17 

Alam melaksanakan tugasnya Kepala LLH, Sub Bagian Tata Usaha dan 
(1) '~ok Jabatan Fungsional Umum wajib menerapkan prinsip koordinasi, 

Kelof ··nkro ·· : beik dalam .. ·asi dan sin, onsas1 secara vertikal dan horisontal al 
integT _., :. . :. le%. 1ai 
ingkungan kerja masmng-masing maupun dengan unit kerja lain sesu 

dengan bidang tugasnya. 

pejabat Struktural maupun Fungsional umum dalam melaksanakan 
(2) tu�asnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan 

menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing. 

(3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha dan para pejabat Pungsional Umum wajib menyampaikan laporan 
hasil kegiatan masing-masing kepada Kepala LLH. 

Pasal 18 

(1) Kepala LLH wajib menyampaikan laporan tugasnya secara periodik maupun 
sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala LLH wajib menyampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun 
berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada 
Bupati Sintang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung 
jawab di bidang pengawasan. 

(3) Setiap pimpinan dan pejabat fungsional Umum pada UPT LLH wajib 
mematuhi petunjuk kerja yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan 
pelaksanaannya baik sccara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat 
waktu kepada atasan masing-masing sesuai peraturan perundang- 
undangan. 

(4) Setiap pimpinan wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan 
mcnggunakan scbagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam 
membcrikan petunjuk tcknis kepada bawahan. 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 19 

fl) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan 
Pada Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah Kabupaten Sintang. 

d) Pelaksanaan program kcrja brdasarkan tugas dckonsentrasi dan tugas 
Pcmbantuan mcnjadi bcban Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara. 



BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 20 

jabaran uraian tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional umum () [ft,, 1ebih lanjut olehi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. 

pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut 
engan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban 
kerja, serta mengutamakan prinsip organisasi yang efisien, efektif dan 
proporsional. 

(3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati 
ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Bupati. 

BABX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 21 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pejabat yang telah ditetapkan dan 
dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sin tang Nomor 61 Tahun 2010 ten tang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada 
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang tetap menjabat dan melaksanakan 
tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan sampai dengan 
adanya penetapan dan pelantikan Pejabat yang berdasarkan pada Peraturan 
Bupati ini. 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

�ada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sintang ";"or 61 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 
ratorium Lingkungan Hidup pada Badan Linglungan Hidup Kabupaten ]"ang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 1187), dicabut 

an dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 23... 



Pasal 23 

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
peraturan ,: 

tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Agar "";engan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. 
gupati 1 

Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal 13 Februari 2017 

Jue ssy3.J 

4 
-¥ JAROT WINARNO 

Diundangkan di Sintang 
pada tanggal 13 Februari 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

Y0SEPHA HASNAH 

SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 14 



PERATURAN BUPATI SINTANG 
NOMOR 14 TAHUN 2017 
TANGGAL I3 FEBRUARI 2017 
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN 

TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN 
SINTANG 

AGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
,BORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN SINTANG 

KEPALA LLH 

1 
SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

f UPATI SINTA G, 'I· 
JAROT WINARNO 


